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Abstract. This study aims to analyze the legal provisions governing the transfer of land rights due to inheritance through a 

Deed of Distribution of Inheritance Rights (Akta Pembagian Hak Waris/APHW) from the perspective of the 

principle of publicity and to examine its implementation in land registration practice. The research employs a 

normative legal method using a statutory approach. Primary legal materials consist of Law Number 5 of 1960 

concerning Basic Agrarian Principles, Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, 

and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 

16 of 2021. Secondary legal materials include books, scientific journals, and previous studies. Interviews with the 

Land Offices of Sidoarjo Regency and Pasuruan Regency were conducted as supporting data to strengthen the 

analysis of legal norms in practice. The legal materials were analyzed using systematic legal interpretation. The 

results indicate that, normatively, APHW has been recognized as one of the required documents for the registration 

of inheritance-based land rights transfers and is more appropriate to be used when all heirs have reached an 

agreement regarding the distribution of the inheritance, as it fulfills the principle of publicity through the 

registration of juridical data in the land register and land certificate. However, the study identifies a vagueness of 

legal norms regarding the legal status of APHW as a direct basis for the transfer of land rights, resulting in 

different interpretations among Land Offices. The Land Office of Sidoarjo Regency applies a systematic 

interpretation and accepts APHW as the direct basis for the transfer of land rights, whereas the Land Office of 

Pasuruan Regency adopts a grammatical interpretation requiring the inheritance registration process to be 

followed by a Deed of Joint Rights Distribution (APHB). Therefore, harmonization of regulations and technical 

guidelines is necessary to ensure legal certainty and uniformity in the implementation of land registration 

throughout Indonesia. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan peralihan hak atas tanah karena pewarisan melalui Akta 

Pembagian Hak Waris (APHW) ditinjau dari prinsip publisitas serta mengkaji implementasinya dalam praktik 

pendaftaran tanah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-

undangan (statute approach). Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 

dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari 

buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Wawancara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan 

Kabupaten Pasuruan digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis terhadap penerapan norma 

dalam praktik. Analisis dilakukan menggunakan penafsiran hukum sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara normatif APHW telah memperoleh pengakuan sebagai dokumen dalam pendaftaran peralihan hak atas 

tanah karena pewarisan dan lebih sesuai digunakan apabila seluruh ahli waris telah mencapai kesepakatan 

mengenai pembagian warisan, karena tetap memenuhi prinsip publisitas melalui pencatatan perubahan data yuridis 

pada buku tanah dan sertipikat. Namun demikian, masih terdapat kekaburan hukum mengenai kedudukan APHW 

sebagai dasar langsung balik nama sehingga menimbulkan perbedaan implementasi di Kantor Pertanahan. BPN 

Kabupaten Sidoarjo menggunakan penafsiran sistematis sehingga menerima APHW sebagai dasar langsung 

peralihan hak, sedangkan BPN Kabupaten Pasuruan menggunakan penafsiran gramatikal yang tetap mewajibkan 

mekanisme turun waris dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB). Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi 

pengaturan dan pedoman teknis yang lebih tegas untuk mewujudkan kepastian hukum dan keseragaman praktik 

pendaftaran tanah di Indonesia. 

Kata Kunci - akta pembagian hak waris; peralihan hak atas tanah; prinsip publisitas; pendaftaran tanah; kepastian hukum
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 I. PENDAHULUAN  

Peralihan hak atas tanah merupakan proses berpindahnya suatu hak atas bidang tanah dari satu subjek 

hukum kepada subjek hukum lainnya melalui mekanisme yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, baik 

karena perbuatan hukum, seperti jual beli, hibah, maupun karena peristiwa hukum, termasuk pewarisan[1]. Dalam 

ranah hukum waris, peralihan hak tidak sekadar menunjukkan perubahan kepemilikan, melainkan juga berfungsi 

untuk memberikan kepastian dan pengakuan hukum kepada pihak yang menerima hak atas tanah peninggalan 

pewaris. Peralihan hak atas tanah yang berasal dari warisan merupakan proses yang bersifat administratif sekaligus 

yuridis dan memiliki implikasi penting terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah di Indonesia[2]. Pada dasarnya, 

seluruh ahli waris telah memiliki hak atas harta peninggalan pewaris sebelum dilakukan pembagian secara sah. Oleh 

karena itu, keberadaan akta autentik yang memuat kesepakatan pembagian warisan menjadi unsur fundamental 

sebelum permohonan balik nama dapat dilakukan di kantor pertanahan[3]. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah, setiap peralihan hak atas tanah maupun hak milik atas satuan rumah susun yang terjadi melalui jual beli, 

tukar-menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan, atau perbuatan hukum lain yang mengakibatkan beralihnya 

hak, selain peralihan yang dilakukan melalui lelang, wajib dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) yang berwenang sebagai dasar untuk melakukan pendaftaran peralihan hak [4]. Dengan 

demikian, pasal ini mengandung prinsip bahwa alat bukti formal yang sah berupa akta PPAT merupakan syarat 

mutlak agar kantor pertanahan dapat melakukan balik nama, sehingga menjamin asas kepastian hukum dan asas 

publisitas dalam pendaftaran tanah[5]. 

Dalam praktik pembagian harta waris yang berupa hak atas tanah, dikenal dua instrumen hukum yang 

memiliki karakteristik berbeda, yaitu Akta Pembagian Hak Waris (APHW) dan Akta Pembagian Hak Bersama 

(APHB). APHW merupakan akta autentik yang memuat kesepakatan para ahli waris mengenai pembagian harta 

peninggalan pewaris kepada pihak yang berhak menerimanya, sedangkan APHB digunakan untuk mengakhiri status 

kepemilikan bersama atas suatu hak atas tanah yang telah terdaftar atas nama beberapa pihak, termasuk para ahli 

waris, dengan cara menyerahkan hak tersebut kepada satu atau beberapa orang tertentu. Perbedaan mendasar 

keduanya terletak pada objek dan tahapan penggunaannya, di mana APHW berfungsi sebagai instrumen pembagian 

warisan berdasarkan kesepakatan para ahli waris, sedangkan APHB digunakan setelah hak tersebut terlebih dahulu 

tercatat sebagai hak bersama. Dari aspek kewenangan, APHW pada umumnya dibuat oleh Notaris berdasarkan 

kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menuangkan kehendak dan kesepakatan 

para pihak ke dalam akta autentik, sementara APHB merupakan akta yang menjadi kewenangan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) karena berkaitan langsung dengan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah yang menjadi 

dasar pemeliharaan data pendaftaran tanah. Perbedaan kewenangan dan fungsi kedua akta tersebut kemudian 

menimbulkan beragam penafsiran dalam praktik pertanahan, khususnya mengenai kedudukan APHW sebagai dasar 

peralihan hak atas tanah karena pewarisan . 

Dalam konteks pewarisan, peralihan hak atas tanah dari pewaris kepada ahli waris termasuk kategori 

peristiwa  hukum untuk mengalihkan hak sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (1). Oleh karena itu, peralihan hak 

karena pembagian waris juga harus dibuktikan dengan akta PPAT[6]. Pada praktiknya, akta yang digunakan sebagai 

bukti peralihan tersebut adalah Akta Pembagian Hak Waris (APHW) yang dibuat oleh PPAT dengan dasar 

kesepakatan seluruh ahli waris mengenai pembagian hak atas tanah peninggalan pewaris. Dengan adanya APHW, 

syarat formal peralihan hak sebagaimana diwajibkan oleh PP 24/1997 telah terpenuhi[7]. 

Berlandaskan prinsip publisitas dalam sistem pendaftaran tanah, setiap peralihan hak atas tanah harus 

diumumkan kepada publik melalui pencatatan resmi pada buku tanah dan sertipikat, sehingga menimbulkan 

kepastian hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga[8]. Prinsip publisitas dalam penggunaan APHW diwujudkan 

melalui peran BPN yang berwenang memperbaharui data yuridis sertipikat tanah berdasarkan akta yang legal dan 

disepakati oleh semua ahli waris. Dengan diajukannya APHW sebagai dasar permohonan balik nama, peralihan hak 

dicatat dalam daftar umum pertanahan, sehingga informasi mengenai pemegang hak yang baru bersifat terbuka, 

diketahui umum, dan mengikat pihak ketiga[9]. Dengan demikian, penggunaan APHW tidak hanya memenuhi unsur 

kesepakatan internal para ahli waris, tetapi juga memenuhi tuntutan prinsip publisitas yang menjamin keterbukaan, 

transparansi, dan perlindungan hukum dalam setiap peralihan hak atas tanah. 

Peralihan hak atas tanah karena pewarisan pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan hubungan 

keperdataan antar ahli waris, tetapi juga merupakan bagian dari tindakan administrasi negara yang diwujudkan 

melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan. Legalitas tindakan administrasi, kewenangan 

pejabat, kepatuhan terhadap prosedur, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menjadi tolok 

ukur untuk menilai sah atau tidaknya suatu pelayanan administrasi[10]. 

Selain berlandaskan prinsip publisitas, penyelenggaraan pendaftaran tanah juga dilaksanakan berdasarkan 

asas sederhana, aman, terjangkau, dan mutakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
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1997 tentang Pendaftaran Tanah. Asas sederhana menghendaki agar prosedur pendaftaran tanah dapat dipahami dan 

dilaksanakan dengan mudah oleh masyarakat tanpa melalui tahapan yang berbelit-belit. Asas aman menekankan 

bahwa setiap proses pendaftaran harus mampu memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi 

pemegang hak. Selanjutnya, asas terjangkau menghendaki agar pelayanan pertanahan dapat diakses oleh seluruh 

lapisan masyarakat dengan biaya dan prosedur yang proporsional, sedangkan asas mutakhir menuntut agar data 

pertanahan selalu diperbarui sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya. Keempat asas tersebut menunjukkan 

bahwa sistem pendaftaran tanah tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada efektivitas dan 

kemudahan pelayanan. Oleh karena itu, dalam konteks peralihan hak atas tanah karena pewarisan, penggunaan 

mekanisme yang mampu menyederhanakan prosedur tanpa mengurangi kepastian hukum menjadi relevan untuk 

dikaji, termasuk melalui pemanfaatan Akta Pembagian Hak Waris (APHW) sebagai dasar peralihan hak atas tanah. 

Akta Pembagian Hak Waris (APHW) dalam hal ini menduduki peran penting sebagai dasar yang sesuai 

bagi kantor pertanahan untuk melakukan balik nama atas sertifikat hak atas tanah dari nama pewaris kepada ahli 

waris.. APHW berfungsi membuktikan bahwa di antara para haki waris telah terjadi persetujuan mengenai 

pembagian hak, sehingga kantor pertanahan berwenang mengubah data subjek pada sertipikat sesuai kesepakatan 

tersebut. Adanya APHW merupakan bentuk kebaharuan dalam sistem peralihan hak atas tanah yakni tanpa melewati 

proses balik nama waris terlebih dahulu namun bisa langsung turun kepada seseorang penerima hak berdasarkan 

persetujuan. 

Peralihan hak atas tanah karena pewarisan dalam pada mulanya menggunakan Akta Pembagian Hak 

Bersama (APHB). Dimana dalam prosesnya sertipikat yang masih atas nama pewaris dilakukan balik nama waris 

terlebih dahulu untuk memindahkan nama dari pewaris kepada ahli waris. Setelahnya, peralihan hak melalui Akta 

Pembagian Hak Bersama (APHB) dapat dilaksanakan setelah sertipikat tanah tercatat sebagai hak bersama atas 

nama para ahli waris. Selanjutnya, para ahli waris tersebut menyepakati penyerahan hak atas tanah kepada satu 

orang atau beberapa orang yang namanya telah tercantum dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. Apabila kepemilikan 

bersama hendak diakhiri dengan menetapkan hak tersebut kepada pihak tertentu, maka kesepakatan tersebut harus 

dituangkan dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)[11].  

Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) sering dianggap kurang efisien karena memiliki sejumlah kendala 

baik dari aspek biaya, waktu, maupun prosedur. Dari segi biaya, pembuatan APHB mengharuskan seluruh ahli waris 

terlebih dahulu membalik nama sertipikat dari pewaris ke semua ahli waris, sebelum kemudian dibagi lagi kepada 

salah satu ahli waris, sehingga menambah biaya pembuatan akta, BPHTB waris (meskipun nihil tetap harus 

diproses), biaya layanan pertanahan, dan biaya PPAT secara berlapis. Dari aspek waktu, proses ini memerlukan dua 

tahap administrasi di BPN yaitu balik nama ke seluruh ahli waris dan balik nama lagi kepada penerima hak akhir 

yang menyebabkan waktu pengurusan menjadi lebih panjang dan rentan menimbulkan penundaan. Secara 

prosedural, APHB juga mengharuskan kehadiran dan tanda tangan seluruh ahli waris dalam dua proses peralihan, 

yang dapat menjadi kendala ketika ahli waris berada di lokasi berbeda, berkonflik, atau sulit dikumpulkan[12]. 

Selain itu, APHB meningkatkan risiko terjadinya perbedaan persepsi, sengketa internal, dan persoalan teknis seperti 

data ahli waris yang belum lengkap, sehingga membuat proses pembagian waris melalui APHB sering dianggap 

kurang praktis dibandingkan penggunaan APHW yang langsung dapat dijadikan dasar balik nama dari pewaris 

kepada ahli waris yang ditunjuk. 

Dibandingkan dengan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), penggunaan APHW dinilai lebih efisien dan 

juga efektif jika dilihat dari sisi administratif. Dalam praktiknya sendiri, beberapa kantor pertanahan seperti BPN 

Kabupaten Sidoarjo mengizinkan balik nama langsung dari nama pewaris kepada salah satu ahli waris hanya 

berdasarkan APHW, tanpa mewajibkan pembuatan APHB atau balik nama sementara kepada seluruh ahli waris. Hal 

ini sejalan dengan asas sederhana dan asas terjangkau dalam pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP 

24/1997. Dengan demikian, APHW memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) sekaligus memberikan kemudahan dalam 

proses peralihan hak karena pewarisan. 

Meskipun demikian, penerimaan Kantor Pertanahan terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui 

Akta Pembagian Hak Waris belum berlangsung secara seragam. Di sejumlah daerah, kantor pertanahan masih 

menolak permohonan masyarakat yang mengajukan balik nama dengan menggunakan APHW dan mengarahkan 

agar dilakukan proses turun waris terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta Pembagian Hak 

Bersama. Penolakan atas APHW ini disertai dengan beberapa alasan, yang pertama yaitu bahwa keberadaan APHW 

tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi yang berlaku. Kedua, APHW termasuk dalam akta notariil yang dibuat 

oleh notaris bukan akta PPAT yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta terkait pertanahan. Ketidaksamaan 

penerimaan APHW antara di kantor pertanahan yang satu dengan kantor pertanahan yang lain tersebut sering 

menimbulkan kebingungan bagi Notaris/PPAT dan juga masyarakat, karena tanpa diterimanya APHW, proses 

peralihan hak atas tanah harus dilakukan dalam dua tahap yang berdampak pada munculnya beban biaya ganda dan 

juga beban waktu bagi para ahli waris yang menjadikannya tidak efisien. 
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Penelitian sebelumnya oleh Praninditya Estri Fauzia (2025) yang mengkaji keabsahan Akta Pembagian 

Hak Waris (APHW) yang dibuat oleh notaris sebagai dasar peralihan hak atas tanah, dengan menggunakan 

pendekatan normatif-empiris dan didukung wawancara dengan notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris 

memiliki kewenangan atribusi untuk menyusun APHW. Di sisi lain, ditemukan adanya ketidaksamaan praktik di 

lingkungan kantor pertanahan, di mana sebagian kantor menerima APHW sebagai dasar peralihan hak, sedangkan 

kantor lainnya menolak dan tetap mewajibkan mekanisme turun waris dan APHB. Kondisi tersebut menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi para pihak, khususnya masyarakat dan notaris. Oleh karena itu, temuan tersebut menjadi 

dasar penting bagi penelitian ini, yang tidak hanya menelaah keabsahan APHW, tetapi juga mengkaji kemungkinan 

penerapannya sebagai pengganti APHB dalam proses peralihan hak atas tanah serta menilai konsistensi dan 

efektivitas pelaksanaannya dalam praktik pertanahan[13]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Nurhadi (2024) mengkaji kepastian hukum terhadap pendaftaran 

peralihan hak atas tanah melalui pewarisan berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris (APW/APHW). Studi tersebut 

menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan landasan yang jelas mengenai penggunaan APW atau 

APHW sebagai dasar pendaftaran peralihan hak, praktik di lapangan masih menunjukkan ketidakterpaduan antara 

akta yang dibuat oleh notaris dan mekanisme pencatatan di berbagai Kantor Pertanahan. Penelitian ini menegaskan 

bahwa meskipun pendaftaran peralihan hak melalui APHW telah diakui secara normatif, masih terdapat kesenjangan 

implementasi yang berimplikasi pada perlindungan hukum dan efektivitas sistem pendaftaran tanah[12].  

 Berangkat dari berbagai persoalan terkait belum seragamnya penerimaan Akta Pembagian Hak Waris 

(APHW) sebagai dasar peralihan hak atas tanah, serta urgensi penerapan prinsip publisitas dalam sistem pendaftaran 

tanah, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana kedudukan APHW sebagai salah satu mekanisme 

alternatif peralihan hak karena pewarisan dan menelaah alur proses dalam proses balik nama karena pewarisan di 

Kantor Pertanahan. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman mengenai sejauh mana 

APHW efektif digunakan dan relevan dalam mendukung terwujudnya kepastian hukum, penyederhanaan 

administrasi, serta keselarasan praktik di bidang pertanahan. 

 

Rumusan masalah: Kedudukan Akta Pembagian Hak Waris sebagai Mekanisme Alternatif dalam Peralihan Hak atas 

Tanah karena Pewarisan Ditinjau dari Prinsip Publisitas 
Pertanyaan penelitian:  

1. Bagaimana ketentuan penggunaan Akta Pembagian Hak Waris dalam Proses Pendaftaran Hak atas Tanah 

yang Beralih Karena Pewarisan Ditinjau dari Prinsip Publisitas? 

2. Bagaimana alur proses balik nama karena pewarisan melalui Akta Pembagian Hak Waris di Kantor BPN 

Kabupaten Sidoarjo dan BPN Kabupaten Pasuruan? 

 

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 16 https://sdgs.un.org/goals/goal12 

II. METODE 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach). Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan 

peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Selain itu, bahan hukum sekunder yang dikaji terdiri atas buku, artikel 

ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang diperoleh melalui Google Scholar dengan kata kunci "Akta 

Pembagian Hak Waris", "Akta Pembagian Hak Bersama", "peralihan hak karena pewarisan", "pendaftaran tanah", 

dan "prinsip publisitas". Penelitian ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan yang digunakan sebagai data pendukung untuk 

menguatkan analisis terhadap penerapan norma hukum dalam praktik. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan 

dengan menggunakan penafsiran hukum secara sistematis. 

  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Ketentuan Peralihan Hak atas Tanah karena Pewarisan melalui Alternatif Akta Pembagian Hak Waris 

ditinjau pada Prinsip Publisitas  

https://sdgs.un.org/goals/goal12
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Beralihnya hak milik atas tanah melalui pewarisan merupakan konsekuensi hukum yang timbul sejak 

meninggalnya pewaris dan bukan akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Pemahaman tersebut 

sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUPA, yang membedakan mekanisme beralihnya hak karena 

peristiwa hukum dengan dialihkannya hak melalui perbuatan hukum, seperti jual beli atau hibah. Ketentuan 

tersebut menunjukkan bahwa hak milik atas tanah dapat beralih secara otomatis karena meninggalnya 

pemegang hak kepada ahli waris yang sah berdasarkan hukum waris yang berlaku. Meskipun demikian, agar 

peralihan tersebut memperoleh kepastian hukum terhadap pihak ketiga, perubahan subjek hak wajib 

didaftarkan pada Kantor Pertanahan sesuai dengan sistem pendaftaran tanah yang berlaku. Validitas 

penggunaan Akta Pembagian Hak Waris (APHW) sebagai dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah yang 

berasal dari pewarisan pada dasarnya bergantung pada tercapainya tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah. 

Tujuan tersebut meliputi pemberian kepastian hukum kepada pemegang hak serta penyediaan informasi yang 

terbuka mengenai keadaan hukum suatu bidang tanah[14].  

Dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah, setiap perubahan kepemilikan yang terjadi akibat 

pewarisan wajib didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 PP 24/1997. Untuk keperluan tersebut, ahli 

waris harus melengkapi permohonan dengan sertipikat hak atas tanah, surat kematian pewaris, serta bukti yang 

menunjukkan statusnya sebagai ahli waris. Selain itu, Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PerMen ATR/Kepala 

BPN Nomor 16 Tahun 2021 mengakui Akta Pembagian Waris (APW) atau Akta Pembagian Hak Waris 

(APHW) sebagai salah satu dokumen yang dapat digunakan apabila terdapat lebih dari satu ahli waris dan 

pembagian hak atas tanah telah dilakukan. Maka, Akta Pembagian Hak Waris (APHW) memiliki kedudukan 

sebagai salah satu dokumen yang diakui dalam proses pendaftaran hak atas tanah akibat pewarisan. 

Penggunaan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) merupakan mekanisme lain yang dikenal dalam 

praktik pertanahan selain APHW. Ketentuan mengenai APHB diatur dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997, yang mengharuskan pembagian hak bersama atas tanah yang telah terdaftar dibuktikan 

dengan akta yang dibuat oleh PPAT sebagai dasar pencatatan perubahan data dalam pendaftaran tanah. 

Ketentuan ini menunjukkan bahwa APHB digunakan apabila sertipikat telah terlebih dahulu didaftarkan atas 

nama seluruh ahli waris sebagai pemegang hak bersama, kemudian para ahli waris sepakat mengakhiri 

kepemilikan bersama tersebut dengan menyerahkan hak kepada salah satu atau beberapa ahli waris. 

Berdasarkan pengaturan tersebut, APHW dan APHB sebenarnya memiliki objek dan tahapan penggunaan 

yang berbeda. APHW digunakan dalam tahap pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan para ahli 

waris sebelum dilakukan pendaftaran peralihan hak, sedangkan APHB digunakan setelah hak atas tanah 

terlebih dahulu berubah menjadi hak bersama atas nama seluruh ahli waris. Oleh karena itu, secara normatif 

kedua instrumen tersebut tidak dapat diposisikan sebagai aturan yang saling bertentangan, melainkan sebagai 

mekanisme yang berbeda dalam proses penyelesaian hak atas tanah karena pewarisan . 

Dalam kerangka prinsip publisitas, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan 

bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah tidak hanya ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada 

pemegang hak, tetapi juga untuk memastikan tersedianya informasi mengenai status hukum suatu bidang tanah 

yang dapat diakses oleh masyarakat. Prinsip publisitas diwujudkan melalui pencatatan perubahan data yuridis 

pada buku tanah dan sertipikat, bukan ditentukan oleh banyaknya tahapan administrasi yang dilalui. Selama 

peralihan hak didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan menghasilkan perubahan data pemegang hak dalam 

buku tanah serta sertipikat, maka prinsip publisitas telah terpenuhi karena pihak ketiga dapat mengetahui 

secara terbuka siapa pemegang hak yang sah. 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah tidak hanya bertujuan menciptakan tertib administrasi, tetapi juga 

memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan 

melalui ketentuan yang mengarahkan setiap perubahan hak atas tanah untuk didaftarkan sebelum berpotensi 

menimbulkan sengketa. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2997 

mengharuskan setiap perubahan hak didukung oleh alat bukti yang sah sebagai dasar pencatatan pada Kantor 

Pertanahan. Melalui ketentuan tersebut, sistem pendaftaran tanah ditujukan untuk menciptakan kepastian 

hukum, mewujudkan administrasi pertanahan yang tertib, serta memberikan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak maupun pihak ketiga dengan melakukan pencatatan atas setiap pembaruan data yuridis pada 

buku tanah dan sertipikat. Adapun perlindungan hukum represif diberikan apabila setelah proses peralihan hak 

terjadi perselisihan, sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum yang tersedia sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pendaftaran tanah mempunyai 

fungsi ganda yakni, sebagai sarana penyelenggaraan administrasi pertanahan sekaligus sebagai instrumen 

untuk memberikan perlindungan hukum melalui pemberian kepastian mengenai status dan kepemilikan hak 

atas tanah[15]. 

Berdasarkan penafsiran sistematis terhadap UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan Permen ATR/BPN 

Nomor 16 Tahun 2021, penggunaan APHW lebih sesuai diterapkan sebagai dasar peralihan hak atas tanah 
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karena pewarisan apabila seluruh ahli waris telah mencapai kesepakatan mengenai pembagian warisan. Hal ini 

karena Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 telah mengakui APHW sebagai dokumen dalam pendaftaran 

peralihan hak akibat pewarisan, sementara PP Nomor 24 Tahun 1997 hanya menekankan pentingnya 

pencatatan perubahan hak untuk memenuhi kepastian hukum dan publisitas tanpa mewajibkan adanya tahapan 

hak bersama terlebih dahulu. Sebaliknya, penggunaan APHB tetap tepat diterapkan apabila hak atas tanah 

memang telah terdaftar sebagai hak bersama dan para pemegang hak bermaksud mengakhiri kepemilikan 

bersama tersebut. 

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penggunaan Akta Pembagian Hak 

Waris (APHW) sebagai alternatif dasar peralihan hak atas tanah karena pewarisan lebih tepat dibandingkan 

mekanisme turun waris yang dilanjutkan dengan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB). Pertama, Permen 

ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 secara eksplisit mengakui APHW 

sebagai salah satu dokumen yang dapat digunakan dalam pendaftaran peralihan hak karena pewarisan. 

Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif APHW telah memperoleh legitimasi sebagai bagian 

dari persyaratan administrasi pendaftaran tanah. Kedua, PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak menentukan bahwa 

setiap pewarisan wajib didahului dengan pencatatan hak bersama atas nama seluruh ahli waris sebelum 

dilakukan pembagian hak. Peraturan tersebut hanya mewajibkan agar setiap perubahan hak didaftarkan untuk 

menjamin kepastian hukum dan memenuhi prinsip publisitas melalui pencatatan pada buku tanah dan 

sertipikat. Oleh karena itu, sepanjang terdapat kesepakatan seluruh ahli waris yang dituangkan dalam APHW 

dan perubahan tersebut didaftarkan pada Kantor Pertanahan, maka tujuan pendaftaran tanah tetap tercapai. 

Selain memiliki dasar normatif, penggunaan APHW juga lebih sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan 

pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu asas sederhana, aman, 

terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Penggunaan APHW memungkinkan proses peralihan hak dilakukan dalam 

satu tahapan administrasi tanpa harus terlebih dahulu mencatat hak bersama atas nama seluruh ahli waris yang 

pada akhirnya akan dialihkan kembali kepada ahli waris penerima hak. Mekanisme tersebut menyederhanakan 

prosedur administrasi, mengurangi biaya dan waktu penyelesaian, serta tetap memberikan kepastian hukum 

karena perubahan pemegang hak tetap dipublikasikan melalui pencatatan dalam buku tanah dan sertipikat. 

Dengan demikian, penggunaan APHW tidak mengurangi fungsi publisitas dalam sistem pendaftaran tanah, 

melainkan tetap mewujudkan tujuan pendaftaran tanah secara lebih efektif dan efisien. 

Sebaliknya, APHB secara normatif lebih tepat digunakan apabila hak atas tanah telah terlebih dahulu 

terdaftar sebagai hak bersama dan para pemegang hak bermaksud mengakhiri kepemilikan bersama tersebut. 

Hal ini sejalan dengan fungsi APHB sebagai akta PPAT yang membuktikan pembagian hak bersama atas tanah 

yang telah terdaftar, bukan sebagai instrumen utama dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, apabila 

sejak awal seluruh ahli waris telah mencapai kesepakatan mengenai siapa yang menjadi penerima hak akhir, 

penggunaan APHW merupakan mekanisme yang lebih tepat karena telah sesuai dengan ketentuan Permen 

ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021, memenuhi tujuan Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 mengenai kepastian 

hukum dan publisitas, serta lebih mencerminkan asas efektivitas penyelenggaraan pelayanan pertanahan tanpa 

mengurangi perlindungan hukum bagi para ahli waris maupun pihak ketiga. 

Dengan demikian, secara normatif penggunaan APHW merupakan mekanisme yang lebih tepat untuk 

alternatif peralihan hak atas tanah karena pewarisan apabila sejak awal telah terdapat kesepakatan seluruh ahli 

waris mengenai penerima hak akhir. Mekanisme tersebut tetap memenuhi prinsip publisitas karena perubahan 

pemegang hak tetap diumumkan melalui pencatatan pada buku tanah dan sertipikat, sekaligus lebih sejalan 

dengan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 

24 Tahun 1997. Oleh karena itu, dari perspektif hukum positif, APHW tidak hanya memiliki dasar normatif 

sebagai dokumen pendukung pendaftaran peralihan hak karena pewarisan, tetapi juga lebih mencerminkan 

tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang mengutamakan kepastian hukum, efektivitas administrasi, dan 

kemudahan pelayanan bagi masyarakat. 

 

B. Alur Proses Peralihan Hak atas Tanah karena Pewarisan melalui APHW di Kantor Pertanahan  

1. Alur Proses Peralihan Hak atas Tanah karena Pewarisan melalui APHW di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sidoarjo 

Ketentuan mengenai pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal 42 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mewajibkan ahli waris untuk 

mendaftarkan peralihan hak kepada Kantor Pertanahan dengan melampirkan dokumen yang membuktikan 

kedudukannya sebagai ahli waris. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c 

angka 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 

2021 yang menyebutkan bahwa dokumen pewarisan dapat berupa surat keterangan waris, akta wasiat, 

maupun Akta Pembagian Hak Waris (APHW). Meskipun tidak mengatur secara eksplisit bahwa APHW 

merupakan dasar langsung untuk melakukan balik nama kepada ahli waris penerima hak, ketentuan 
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tersebut menunjukkan bahwa APHW telah diakui sebagai salah satu dokumen dalam proses pendaftaran 

peralihan hak karena pewarisan. Oleh karena itu, penggunaan APHW sebagai dasar perubahan data yuridis 

pada sertipikat masih memerlukan penafsiran terhadap keseluruhan sistem hukum pendaftaran tanah. 

Dalam praktiknya, BPN Kabupaten Sidoarjo menerapkan penafsiran sistematis yang dikaitkan dengan 

tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Ketentuan mengenai APHW dalam Peraturan Menteri ATR/BPN 

Nomor 16 Tahun 2021 tidak dipahami secara terpisah, tetapi dihubungkan dengan tujuan pendaftaran tanah 

untuk memberikan kepastian hukum, mewujudkan tertib administrasi, serta memberikan pelayanan yang 

sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Berdasarkan penafsiran tersebut, BPN Kabupaten 

Sidoarjo berpendapat bahwa sepanjang APHW dibuat secara autentik, disetujui seluruh ahli waris, dan 

seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi, maka APHW telah cukup menjadi dasar perubahan data 

yuridis dari nama pewaris langsung kepada ahli waris penerima hak tanpa harus melalui tahapan pencatatan 

hak bersama terlebih dahulu. Penafsiran tersebut lebih menitikberatkan pada substansi perlindungan hukum 

dan tujuan pelayanan pertanahan dibandingkan formalitas tahapan administrasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPN Kabupaten Sidoarjo, penggunaan APHW sebagai dasar 

balik nama hak atas tanah karena pewarisan telah diterapkan dalam praktik pelayanan pertanahan. Pihak 

BPN Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa penggunaan APHW mulai diterapkan sebagai bentuk 

penyederhanaan administrasi pertanahan dan upaya memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada 

masyarakat. 

Menurut pihak BPN Kabupaten Sidoarjo, penggunaan APHW dinilai lebih efisien karena tidak 

memerlukan dua tahap proses sebagaimana mekanisme turun waris dan APHB. Dari aspek waktu, proses 

balik nama menggunakan APHW dianggap lebih cepat karena hanya dilakukan satu kali perubahan data 

yuridis pada sertipikat tanah. Dari aspek biaya, masyarakat juga dinilai lebih diuntungkan karena tidak 

perlu melakukan proses balik nama berulang. Penggunaan APHW dipandang mampu memberikan 

kepastian mengenai pihak yang menerima hak karena telah memuat kesepakatan seluruh ahli waris yang 

dituangkan dalam akta autentik. Oleh sebab itu, tidak diperlukan lagi proses pencatatan hak bersama atas 

nama seluruh ahli waris apabila pada kenyataannya para ahli waris telah menyepakati penerima hak akhir. 

Penerimaan APHW oleh BPN Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya pendekatan yang lebih 

substantif dalam memahami peralihan hak karena pewarisan. Fokus utama tidak lagi diletakkan pada 

banyaknya tahapan administrasi yang harus dilalui, melainkan pada terpenuhinya substansi hukum berupa 

kesepakatan para ahli waris dan kejelasan mengenai subjek penerima hak. Pendekatan ini selaras dengan 

perkembangan pelayanan publik yang menuntut proses yang lebih sederhana tanpa mengurangi 

perlindungan hukum bagi masyarakat. 

Apabila ditinjau dari prinsip publisitas, penggunaan APHW tidak menghilangkan fungsi pendaftaran 

tanah sebagai sarana publikasi hak. Perubahan pemegang hak tetap dicatat dalam buku tanah dan sertipikat 

sehingga masyarakat maupun pihak ketiga tetap dapat mengetahui secara terbuka status hukum suatu 

bidang tanah. Dengan kata lain, tujuan publisitas tetap tercapai meskipun prosedur yang ditempuh lebih 

sederhana dibandingkan mekanisme turun waris dan APHB. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa BPN Kabupaten Sidoarjo menafsirkan prinsip publisitas 

secara substantif. Publisitas dipahami sebagai keterbukaan informasi mengenai pemegang hak yang sah 

setelah dilakukan pendaftaran, bukan sebagai kewajiban untuk mencatat setiap tahapan internal pembagian 

warisan. Penafsiran tersebut pada dasarnya sejalan dengan tujuan sistem pendaftaran tanah yang 

berorientasi pada kepastian status hukum hak atas tanah dan perlindungan terhadap pihak ketiga[16]. 

Selain itu, penerapan APHW juga mencerminkan pelaksanaan asas sederhana dan asas cepat dalam 

pelayanan pertanahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat hanya perlu melakukan satu kali 

perubahan data yuridis sehingga proses penyelesaian menjadi lebih singkat. Dari aspek ekonomi, 

penggunaan APHW juga mengurangi biaya transaksi yang harus ditanggung oleh masyarakat. Oleh karena 

itu, implementasi APHW di Kota Surabaya dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi pelayanan pertanahan 

terhadap kebutuhan masyarakat yang menghendaki prosedur yang lebih efektif namun tetap memberikan 

kepastian hukum. 

Implementasi APHW di BPN Kabupaten Sidoarjo menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip 

penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997. Penggunaan APHW sebagai dasar balik nama tidak menghilangkan fungsi pendaftaran tanah 

untuk menjamin kepastian hukum, karena perubahan data yuridis tetap dilakukan melalui pencatatan pada 

buku tanah dan sertipikat. Dengan demikian, asas aman dan asas terbuka tetap terpenuhi melalui 

tersedianya informasi yang jelas mengenai pemegang hak yang sah, sedangkan asas sederhana dan 

terjangkau tercermin dari tidak diperlukannya tahapan turun waris dan APHB secara terpisah. Selain itu, 
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pembaruan data pemegang hak secara langsung kepada ahli waris penerima hak juga mencerminkan 

penerapan asas mutakhir karena data pertanahan yang tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah selalu 

sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, penerimaan APHW oleh BPN Kabupaten 

Sidoarjo pada dasarnya merupakan implementasi prinsip-prinsip pendaftaran tanah yang tetap berorientasi 

pada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. 

Dari perspektif efektivitas hukum, penerimaan APHW oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo juga 

menunjukkan bahwa suatu norma hukum tidak hanya harus memberikan kepastian, tetapi juga harus 

mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Penggunaan APHW terbukti mampu mempersingkat 

prosedur, mengurangi biaya transaksi, dan mempercepat pelayanan tanpa menghilangkan perlindungan 

hukum terhadap para ahli waris maupun pihak ketiga. Dengan demikian, implementasi APHW di 

Kabupaten Sidoarjo dapat dipandang sebagai bentuk penerapan hukum yang lebih responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat. 

Berdasarkan temuan penelitian, penggunaan APHW di BPN Sidoarjo menunjukkan tingkat efektivitas 

yang cukup tinggi dalam proses peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Efektivitas tersebut terlihat dari 

tercapainya tujuan pendaftaran tanah, yaitu terwujudnya kepastian hukum dan keterbukaan informasi 

mengenai pemegang hak atas tanah melalui pencatatan dalam buku tanah dan sertipikat. Selain itu, 

penggunaan APHW mampu menyederhanakan prosedur administrasi karena tidak memerlukan tahapan 

turun waris dan pembuatan APHB secara terpisah. Kondisi ini memberikan manfaat berupa penghematan 

waktu, biaya, dan tenaga bagi masyarakat tanpa mengurangi perlindungan hukum terhadap para ahli waris 

maupun pihak ketiga. Oleh karena itu, APHW dapat dinilai efektif sebagai alternatif mekanisme peralihan 

hak atas tanah karena pewarisan sepanjang didukung oleh kesepakatan seluruh ahli waris dan kelengkapan 

dokumen yang dipersyaratkan. 

 

2. Alur Proses Balik Nama Hak atas Tanah karena Pewarisan melalui APHW di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pasuruan 

 Dalam pratik peralihan hak atas tanah karena pewarisan menggunakan APHW, BPN Kabupaten 

Pasuruan menafsirkan ketentuan mengenai peralihan hak atas tanah karena pewarisan dengan 

menitikberatkan pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan apabila 

dibuktikan dengan akta PPAT, kecuali peralihan yang terjadi melalui lelang. Meskipun Pasal 111 ayat (1) 

huruf c angka 4 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 mencantumkan APHW sebagai salah 

satu dokumen dalam pendaftaran peralihan hak karena pewarisan, menurut BPN Kabupaten Pasuruan 

ketentuan tersebut tidak mengesampingkan kewajiban penggunaan akta PPAT apabila pembagian hak 

dilakukan kepada salah satu ahli waris. Oleh karena itu, APHW dipandang hanya berfungsi sebagai 

dokumen pendukung dalam pembuktian hubungan kewarisan dan kesepakatan para ahli waris, sedangkan 

proses peralihan hak tetap harus diselesaikan melalui mekanisme turun waris yang dilanjutkan dengan Akta 

Pembagian Hak Bersama (APHB) . 

 Penafsiran yang diterapkan oleh BPN Kabupaten Pasuruan cenderung menggunakan penafsiran 

gramatikal atau tekstual terhadap Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan 

menekankan makna harfiah mengenai kewajiban penggunaan akta PPAT dalam setiap peralihan hak atas 

tanah. Penafsiran tersebut juga didasarkan pada pertimbangan kehati-hatian administrasi agar seluruh 

tahapan peralihan hak tercatat secara berjenjang dalam sistem pendaftaran tanah. Akibatnya, proses balik 

nama harus diawali dengan pencatatan hak atas nama seluruh ahli waris sebagai pemegang hak bersama, 

kemudian dilanjutkan dengan pembagian hak melalui APHB yang dibuat oleh PPAT. Dengan demikian, 

tujuan utama yang ingin dicapai oleh BPN Kabupaten Pasuruan bukan hanya perubahan data pemegang 

hak, tetapi juga tersusunnya riwayat administrasi peralihan hak secara lengkap dalam buku tanah dan 

sertipikat sebagai bentuk tertib administrasi pertanahan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPN Kabupaten Pasuruan, praktik balik nama hak atas tanah 

karena pewarisan di kantor tersebut masih dilakukan melalui mekanisme turun waris terlebih dahulu kepada 

seluruh ahli waris. Setelah sertipikat tercatat atas nama para ahli waris sebagai pemegang hak bersama, 

proses pembagian hak kepada salah satu ahli waris baru dapat dilakukan melalui Akta Pembagian Hak 

Bersama (APHB). Dalam praktiknya, BPN Kabupaten Pasuruan belum menerima APHW sebagai dasar 

langsung untuk melakukan balik nama dari nama pewaris kepada satu orang ahli waris. 

Menurut pihak BPN Kabupaten Pasuruan, kebijakan tersebut diterapkan karena dianggap lebih sesuai 

dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang 

mensyaratkan adanya akta PPAT dalam peralihan hak atas tanah. Selain itu, mekanisme turun waris 

terlebih dahulu dinilai lebih menjamin tertib administrasi pertanahan karena seluruh ahli waris terlebih 

dahulu dicatat dalam data yuridis sertipikat sebelum dilakukan pembagian hak lebih lanjut. Menurut 
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narasumber, praktik tersebut dilandasi oleh pertimbangan kehati-hatian administrasi serta penafsiran 

terhadap Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menekankan pentingnya penggunaan 

akta PPAT dalam proses peralihan hak atas tanah. 

Pengajuan peralihan hak atas tanah yang disebabkan oleh pewarisan tidak dapat serta-merta dilakukan 

dengan menjadikan APHW sebagai dasar untuk melakukan balik nama. Tahap awal yang harus dilakukan 

adalah mendaftarkan peralihan hak karena pewarisan atau turun waris, sehingga hak yang sebelumnya 

tercatat atas nama pewaris terlebih dahulu dialihkan dan dicatat menjadi hak bersama seluruh ahli waris. 

Dalam proses tersebut, ahli waris atau pihak yang diberi kuasa wajib mengajukan sejumlah dokumen, 

antara lain sertipikat asli, APHW, surat keterangan waris, akta kematian pewaris, dokumen identitas seluruh 

ahli waris, SPPT/PBB, serta persyaratan administratif lainnya. Dokumen tersebut disampaikan melalui 

loket pelayanan untuk diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya. Apabila persyaratan telah terpenuhi, 

berkas selanjutnya diproses oleh bagian yang berwenang dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap data yuridis maupun data fisik tanah. Hasil pemeriksaan tersebut 

kemudian menjadi dasar pencatatan perubahan nama pemegang hak pada buku tanah dan sertipikat. Setelah 

hak atas tanah tercatat atas nama seluruh ahli waris, apabila para ahli waris menghendaki pembagian atau 

penetapan hak kepada salah satu maupun beberapa ahli waris, maka tindakan tersebut dilakukan melalui 

APHB yang dibuat di hadapan PPAT. 

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan memandang proses 

pewarisan dan pembagian hak sebagai dua peristiwa hukum yang harus dicatat secara terpisah dalam 

administrasi pertanahan. Oleh karena itu, riwayat peralihan hak ditampilkan secara berjenjang, yaitu dari 

pewaris kepada seluruh ahli waris melalui proses turun waris, kemudian dari hak bersama para ahli waris 

kepada penerima hak akhir melalui APHB. Konsekuensinya, masyarakat harus melalui dua kali proses 

administrasi dan dua kali perubahan data yuridis dalam sistem pendaftaran tanah, sehingga waktu 

penyelesaian dan biaya yang diperlukan menjadi lebih besar. 

Dari perspektif pendaftaran tanah, mekanisme turun waris yang dilanjutkan dengan APHB sebagaimana 

diterapkan oleh BPN Kabupaten Pasuruan dipandang mampu menjamin kemutakhiran data pertanahan dan 

tertib administrasi dalam setiap tahapan peralihan hak. Melalui proses tersebut, perubahan subjek hak 

dicatat secara berurutan mulai dari pewaris kepada seluruh ahli waris sebagai pemegang hak bersama, 

kemudian dilanjutkan kepada ahli waris yang menjadi penerima hak akhir berdasarkan APHB. Pencatatan 

yang dilakukan secara bertahap tersebut menghasilkan riwayat administrasi peralihan hak yang lengkap dan 

terdokumentasi dalam sistem pendaftaran tanah, sehingga asal-usul perolehan hak dapat ditelusuri dengan 

jelas. Selain itu, setiap perubahan data yuridis tercermin dalam buku tanah dan sertipikat sesuai dengan 

keadaan hukum yang terjadi pada saat itu. Dengan adanya pencatatan yang berjenjang tersebut, BPN 

Kabupaten Pasuruan berpendapat bahwa kepastian mengenai status hukum tanah, identitas pemegang hak, 

serta kronologi peralihan hak dapat terjaga secara lebih sistematis dalam administrasi pertanahan. 

Apabila dicermati lebih lanjut, pelayanan BPN Kabupaten Pasuruan menunjukkan adanya 

kecenderungan penggunaan pendekatan formalistik dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Pendekatan ini 

menempatkan aspek prosedural sebagai instrumen utama untuk menjamin kepastian hukum. Melalui 

mekanisme turun waris terlebih dahulu, seluruh ahli waris dicatat sebagai pemegang hak bersama sehingga 

riwayat peralihan hak dapat terlihat secara berjenjang dalam administrasi pertanahan. Dari sudut pandang 

administrasi pertanahan, mekanisme tersebut memang memberikan rekam jejak yang lebih lengkap 

mengenai perpindahan hak dari pewaris kepada para ahli waris sebelum akhirnya beralih kepada pihak 

yang ditunjuk. 

Dalam perspektif hukum administrasi, suatu prosedur seharusnya tidak hanya menjamin legalitas, tetapi 

juga harus memenuhi asas kemanfaatan dan efisiensi pelayanan publik[17]. Oleh karena itu, kewajiban 

melakukan dua tahapan administrasi terhadap objek dan subjek hukum yang sama berpotensi menimbulkan 

birokrasi yang berlebihan (over administrative procedure). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi 

yang diterapkan di BPN Kabupaten Pasuruan lebih menitikberatkan pada aspek kepastian prosedural 

dibandingkan efisiensi pelayanan. Meskipun mekanisme turun waris dan APHB yang diterapkan oleh BPN 

Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk menjamin tertib administrasi pertanahan, pendekatan tersebut pada 

praktiknya menimbulkan konsekuensi berupa bertambahnya beban administrasi bagi masyarakat. Dalam 

perspektif good governance, pelayanan publik seharusnya tidak hanya berorientasi pada legalitas 

prosedural, tetapi juga harus memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, dan kemudahan pelayanan. 

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat perbedaan mendasar antara praktik pertanahan di BPN  

Kabupaten Sidoarjo dan BPN Kabupaten Pasuruan dalam penggunaan APHW sebagai dasar balik nama 

hak atas tanah karena pewarisan. BPN Kabupaten Sidoarjo menerima APHW sebagai dasar langsung untuk 
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melakukan balik nama, sedangkan BPN Kabupaten Pasuruan masih mewajibkan mekanisme turun waris 

terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan APHB. 

 

Tabel 1. Perbandingan Implementasi APHW di Kantor Pertanahan 

No Aspek   Perbandingan Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Pasuruan 

1 Kedudukan APHW Diterima sebagai dasar langsung 

balik nama hak atas tanah 

karena pewarisan. 

Tidak diterima sebagai dasar 

langsung balik nama hak atas 

tanah karena pewarisan. 

2 Mekanisme Peralihan Hak Langsung dari pewaris kepada 

ahli waris penerima hak 

berdasarkan APHW. 

Turun waris terlebih dahulu 

kepada seluruh ahli waris, 

kemudian APHB. 

3 Proses Pengajuan Berkas APHW diajukan 

langsung melalui loket tanpa 

PPAT Online. 

APHB wajib diinput melalui 

PPAT Online sebelum berkas 

diserahkan ke Kantor Pertanahan. 

4 Tahapan Administrasi Satu kali perubahan data 

yuridis. 

Dua kali perubahan data yuridis 

(turun waris dan APHB). 

5 Dasar Pertimbangan Menekankan substansi 

kesepakatan ahli waris dan 

kepastian penerima hak akhir. 

Menekankan kehati-hatian 

administrasi dan pencatatan 

berjenjang. 

6 Penafsiran Pasal 37 PP 

24/1997 

Substantif; yang penting 

terdapat dasar hukum yang sah 

untuk pencatatan perubahan 

hak. 

Formalistik; peralihan hak harus 

dibuktikan dengan akta PPAT 

berupa APHB. 

7 Potensi Sengketa Dianggap telah diminimalkan 

melalui persetujuan seluruh ahli 

waris. 

Pencatatan seluruh ahli waris 

dianggap mengurangi potensi 

sengketa. 

 Waktu Penyelesaian Relatif lebih cepat. Relatif lebih lama. 

 Biaya Lebih rendah. Lebih tinggi. 

 Tujuan Utama Penyederhanaan prosedur dan 

efisiensi. 

Kejelasan riwayat peralihan hak 

dan tertib administrasi. 

 

Berdasarkan Tabel 1 yang berisi perbandingan implementasi APHW di BPN Kabupaten Sidoarjo dan 

Kabupaten Pasuruan, perbedaan utama terletak pada waktu penyelesaian dan biaya. BPN Kabupaten 

Sidoarjo menerima APHW sebagai dasar langsung untuk balik nama hak atas tanah karena pewarisan 

sehingga proses administrasi hanya melalui satu kali perubahan data yuridis dari pewaris kepada ahli waris 

penerima hak. Mekanisme ini membuat proses lebih cepat dan biaya lebih ringan karena tidak memerlukan 

tahapan turun waris maupun pembuatan APHB, serta pada umumnya hanya dikenakan BPHTB waris. 

Sebaliknya, BPN Kabupaten Pasuruan masih mewajibkan proses turun waris yang dilanjutkan dengan 

APHB, sehingga terdapat dua tahapan administrasi, dua kali perubahan data yuridis, serta kewajiban 

perpajakan berupa BPHTB waris pada tahap turun waris dan BPHTB serta PPh pada tahap APHB. 

Perbedaan tersebut menyebabkan mekanisme di BPN Kabupaten Sidoarjo lebih mencerminkan asas 

sederhana dan terjangkau, sedangkan mekanisme di BPN Kabupaten Pasuruan lebih menekankan tertib 

administrasi meskipun memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar. 

Berdasarkan hasil wawancara di kedua kantor pertanahan, hambatan utama dalam penggunaan APHW 

adalah belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur kedudukan APHW sebagai dasar balik nama 

hak atas tanah karena pewarisan. Kondisi tersebut menyebabkan setiap kantor pertanahan memiliki 

kebijakan dan penafsiran yang berbeda dalam menerima atau menolak APHW. 

Pihak yang menolak APHW beranggapan bahwa akta tersebut bukan merupakan akta PPAT sehingga 

tidak dapat langsung digunakan dalam proses pertanahan. Di sisi lain, pihak yang menerima APHW lebih 

menekankan substansi kesepakatan para ahli waris dibanding bentuk formal akta yang digunakan. 

Perbedaan penerimaan APHW di beberapa Kantor Pertanahan menunjukkan bahwa hingga saat ini 

masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai objek yang sesungguhnya dipublikasikan dalam sistem 

pendaftaran tanah. Berdasarkan hasil wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo memandang 

bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila proses peralihan hak dilakukan melalui tahapan turun 

waris terlebih dahulu kepada seluruh ahli waris dan selanjutnya dibagikan melalui APHB. Pandangan ini 

didasarkan pada pemahaman bahwa setiap tahapan peralihan harus tercermin secara berurutan dalam 

riwayat pendaftaran tanah sehingga tidak menimbulkan keraguan mengenai asal-usul hak. 
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Berdasarkan analisis hukum dalam penelitian ini, penulis berpendapat bahwa penafsiran yang 

diterapkan oleh BPN Kabupaten Sidoarjo lebih sesuai dengan sistem hukum pendaftaran tanah di 

Indonesia. Pendapat tersebut didasarkan pada penggunaan penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan suatu 

ketentuan tidak hanya berdasarkan bunyi pasalnya, tetapi juga dengan menghubungkannya dengan 

ketentuan lain yang mengatur materi yang sama. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

mengatur mengenai pendaftaran peralihan hak karena pewarisan, sedangkan Pasal 111 ayat (1) huruf c 

angka 4 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 mengakui Akta Pembagian Hak Waris 

(APHW) sebagai salah satu dokumen dalam proses pendaftaran peralihan hak karena pewarisan. Apabila 

kedua ketentuan tersebut dibaca secara terpadu, maka APHW memiliki fungsi sebagai dokumen yang dapat 

menjadi dasar perubahan data yuridis sepanjang seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi dan tidak 

terdapat sengketa di antara para ahli waris. Penafsiran tersebut juga selaras dengan tujuan penyelenggaraan 

pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997, yaitu mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi, serta pelayanan pertanahan yang sederhana, 

aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. 

Sebaliknya, penafsiran yang diterapkan oleh BPN Kabupaten Pasuruan lebih menitikberatkan pada 

aspek formal terhadap Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan menempatkan 

kewajiban penggunaan akta PPAT sebagai syarat utama dalam setiap proses peralihan hak. Pendekatan 

tersebut mencerminkan penafsiran gramatikal atau tekstual karena berfokus pada bunyi norma tanpa 

menghubungkannya secara menyeluruh dengan ketentuan mengenai pendaftaran peralihan hak karena 

pewarisan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maupun Pasal 111 ayat (1) huruf c 

angka 4 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Akibatnya, proses pendaftaran tetap 

mewajibkan tahapan turun waris terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan APHB meskipun seluruh ahli 

waris telah mencapai kesepakatan melalui APHW. Meskipun pendekatan tersebut bertujuan menjaga 

kehati-hatian dan tertib administrasi, konsekuensinya adalah bertambahnya tahapan administrasi, waktu, 

dan biaya yang harus ditanggung masyarakat[18]. 

Dengan demikian, perbedaan implementasi antara kedua Kantor Pertanahan pada hakikatnya bukan 

disebabkan oleh adanya perbedaan norma hukum, melainkan oleh perbedaan metode penafsiran terhadap 

norma yang sama. Menurut penulis, penggunaan penafsiran sistematis sebagaimana diterapkan oleh BPN 

Kabupaten Sidoarjo lebih mencerminkan tujuan pembentukan sistem pendaftaran tanah karena tidak hanya 

memberikan kepastian hukum melalui pencatatan dalam buku tanah dan sertipikat, tetapi juga memenuhi 

asas sederhana, terjangkau, dan efektif dalam pelayanan pertanahan tanpa mengurangi perlindungan hukum 

bagi para ahli waris maupun pihak ketiga. 

Berdasarkan hasil wawancara, baik BPN Kabupaten Sidoarjo maupun BPN Kabupaten Pasuruan sama-

sama berpendapat bahwa diperlukan regulasi khusus atau pedoman teknis yang secara tegas mengatur 

kedudukan APHW dalam proses peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Kejelasan regulasi diperlukan 

agar tercipta keseragaman praktik pertanahan di seluruh Indonesia serta menghindari perbedaan penafsiran 

antar kantor pertanahan. 

Selain itu, diperlukan harmonisasi antara ketentuan mengenai kewenangan notaris dan PPAT dengan 

sistem pendaftaran tanah agar penggunaan APHW memperoleh dasar hukum yang lebih jelas. Dengan 

adanya pengaturan yang tegas, penggunaan APHW diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, 

meningkatkan efisiensi pelayanan pertanahan, serta tetap menjamin penerapan prinsip publisitas dalam 

sistem pendaftaran tanah di Indonesia. 

 IV. SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara normatif Akta Pembagian Hak Waris 

(APHW) memiliki dasar hukum sebagai dokumen dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 

2021 dan apabila ditafsirkan secara sistematis bersama Pasal 42 serta tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah 

dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, APHW dapat digunakan sebagai dasar 

peralihan hak atas tanah karena pewarisan sepanjang terdapat kesepakatan seluruh ahli waris dan perubahan hak 

tetap didaftarkan pada Kantor Pertanahan sehingga prinsip publisitas tetap terpenuhi melalui pencatatan pada buku 

tanah dan sertipikat. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kekaburan norma mengenai kedudukan 

APHW sebagai dasar langsung balik nama karena peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas 

hubungan antara ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan Pasal 111 ayat (1) huruf c 

angka 4 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021, yang mengakibatkan perbedaan penafsiran 

dalam praktik. BPN Kabupaten Sidoarjo menggunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan seluruh 
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ketentuan yang mengatur pendaftaran peralihan hak karena pewarisan sehingga menerima APHW sebagai dasar 

langsung balik nama, sedangkan BPN Kabupaten Pasuruan menggunakan penafsiran gramatikal yang berfokus pada 

bunyi Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sehingga tetap mewajibkan mekanisme turun waris dan 

Akta Pembagian Hak Bersama (APHB). Perbedaan metode penafsiran tersebut menghasilkan praktik pendaftaran 

tanah yang tidak seragam, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan atau pedoman teknis dari Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional guna mewujudkan kepastian hukum, keseragaman penerapan 

norma, dan efektivitas pelayanan pendaftaran tanah karena pewarisan. 
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